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Ketentuan baru dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, sebagaimanatelah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan adanya perhitungan besarnya
angsuran pajak bagi Wajib Pgjak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam Pasal 25 ayat (7) yang
perhitungannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan, terakhir dengan Nomor
8/KMK/03./2002 tanggal 8 Maret 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pgjak Nomor 171/PJ2002 tanggal
28 Maret 2002. Dalam ketentuan terakhir tersebut diatur mengenai klasifikasi yang tergolong Wajib Pgjak
Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, tarif pajak yang berlaku, perlakuan atas pembayaran PPh Pasal 25,
perlakuan kompensasi kerugian dan tindakan pengawasannya.

Tesisini disusun berdasarkan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif analisis. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pagjak Jakarta Kelapa Gading. Pengumpulan
data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen meliputi studi kepustakaan dan
penelitian lapangan yang meliputi wawancara dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pgjak yaitu
Kepala Seksi PPh Orang Pribadi KPP Jakarta Kelapa Gading, Kepala Seksi PPh Orang Pribadi | Direktorat
Pajak Penghasilan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pgjak serta kuisioner bagi Wajib Pgjak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu.

Kerangkateori yang digunakan adalah azas-azas dalam pemungutan pajak, prinsip keadilan horizontal dan
vertikal dalam perpajakan dan global taxation. Dari penelitian ini diperoleh data yaitu terdapat kendala
dalam menetapkan klasifikas Wajib Pgjak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, tingkat kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang masih rendah, kontribusi penerimaannya yang masih rendah,
tindakan pengawasan yang masih menghadapi kendala karena kurangnya koordinasi, dan bagi Wajib Pajak
ketentuan ini tidak mencerminkan keadilan karena adanya pengecualian jenis usaha, besarnya tarif,
perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 sebagal pelunasan.

Analisis terhadap data-data tersebut di atas menghasilkan kesimpulan bahwa ada ketidakadilan horizontal
maupun vertikal dalam ketentuan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Pembedaan
jenis usaha dalam klasif kasi Wajib Pgjak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak sesual dengan azas
globality. Pengenaan tarif sebesar 2 % dan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak tidak sesuai
dengan prinsip progression dan net income. Perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 sebagai pelunasan tidak
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sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 25 UU Pgjak Penghasilan yaitu sebagai angsuran
pajak. Untuk itu, diharapkan agar ketentuan mengenai Pgjak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pgjak Orang
Pribadi Pengusaha Tertentu dapat ditinjau kembali. Klasifikasi Wgjib Pgjak Orang Pribadi Pengusaha
Tertentu hendaknya tidak membedakan suatu jenis usaha tertentu, perlakuan PPh Pasal 25 ayat (7) sebagal
pelunasan hendaknya ditiadakan. Perlu diterbitkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas dan tugas berkaitan
dengan definisi "Penghasilan Lain" dalam pasal perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 dan prosedur dalam
tindakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

<hr>

One of the new provisionsin The Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax, as been amended finally
to Law Number 17 of 2000 namely concerning calculation of tax installment for any Particular Individual
Entrepreneur in Article 25 paragraph (7) whose calculations is further regulated through The Decree of The
Minister of Finance, finally into Number: 8/ KMK/03. /2002 dated March 8, 2002 in conjunction with The
Decree of Director General of Tax number: 171/PJ2002 dated March 28. 2002. In such final provision, it is
regulated on classification of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer, the prevailing tax tariff,
application on payment of income tax Article 25, loss compensation application and its control action.

Thisthesisis drawn up pursuant to research by using policy research with analyzes descriptive method. The
Research was made at Kelapa Gading Jakarta Tax Service Office. Data collection for the purpose of
analyzes was obtained through document evaluation comprising bibliography study and site research that
shall cover interview with officialsin vicinity of Directorate General of Tax and questioner distributed to
Particular Individual Entrepreneur Taxpayer.

Theoretical reference applied isthe principlesin tax collection, horizontal and vertical justice principle
within general taxation and global taxation. In this research, data obtained comprises hindrance in
stipulating classification of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer, compliance rate of Particular
Individual Entrepreneur Taxpayer which is still low, control action still face hindrances due to poor
coordination, and for Taxpayer, this provision does not reflects justice aspects due to exception of business
type, rate, application of Article 25 Income Tax payment as the settlement.

Analyzes against such aforementioned data has resulted in conclusion that there is vertical and horizontal
injustice in provision concerning Particular Individual Entrepreneur Taxpayer. Unequal treatment of
business type of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer Classifications is not in accordance with global
principles, rate of 2% and gross circulation as the base of tax impose is not in accordance with the principle
of unequal treatment for the unequal and net income. Payment treatment of Tax Income Article 25 asthe
settlement is not conforming to basic principles set forth in Article 25 Law of Income Tax namely as the tax
installment. Thereforeit is advisable that provision on Tax Income Article 25 for Particular Individual
Entrepreneur Taxpayer isto be re-evaluated. Classifications of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer
shall not treat unequally on the particular type of business, application of Income Tax Article 25 paragraph
(7) as the settlement shall be revoked, more transparent and confirmed implemental regulation isto be
applied concerning other income definition in treatment of Article 25 Income Tax payment and procedure in
controlling the compliance aspect of Tax Payer.



